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PROGRAM makan bergizi 
gratis (MBG) lagi-lagi kem-
bali menjadi sorotan publik. 
Alih-alih disambut sebagai 

kebijakan visioner, program itu jus-
tru menuai kritik akibat maraknya 
kasus keracunan yang menimpa 
peserta didik di berbagai daerah. Di 
Kabupaten Bandung Barat, misal-
nya, ditetapkan status kejadian luar 
biasa (KLB) terkait dengan kasus 
keracunan massal peserta didik 
setelah menyantap hidangan MBG. 
Belum selesai kasus di Kabupaten 
Bandung Barat, disusul kejadian 
serupa di Kabupaten Garut.

Fenomena-fenomena itu semesti-
nya menjadi perhatian serius agar 
program itu <i>on the track<p> men-
jadi kebijakan yang berdampak. Tu-
juan utamanya mulia, yakni mening-
katkan kualitas gizi peserta didik, 
memperbaiki kesehatan generasi 
muda, sekaligus menopang pem-
bangunan sumber daya manusia 
Indonesia pada masa depan. Jangan 
sampai MBG menjadi nestapa bagi 
anak-anak bangsa.

Namun, di balik visi mulia terse-
but, pemerintah tidak boleh abai dan 
menutup telinga atas berbagai kasus 
yang cukup mengkhawatirkan dan 
berbagai kritik yang datang terhadap 
program MBG itu. Misalnya kritik ter-
hadap menu MBG yang dinilai tidak 
sesuai dengan prinsip gizi seimbang, 
bahkan sebagian tempat rawan 
menggunakan bahan tambahan pa-
ngan yang belum tentu sehat. 

Selain itu, beberapa pihak pun 
mengkritik soal jaminan higienitas 
alat dan dapur MBG. Pasalnya se-
bagaimana data yang dilansir dari 
website Kantor Staf Kepresidenan 
(KSP) (2025), mengutip dari laporan 
Kementerian Kesehatan per 22 Sep-

tember 2025, tercatat hanya 34 dari 
8.583 dapur MBG atau satuan pela-
yanan pemenuhan gizi (SPPG) yang 
memiliki sertifikat laik higiene dan 
sanitasi (SLHS).

Kondisi itu, jika dibiarkan, tentu 
dapat mengguncang kepercayaan 
publik terhadap implementasi pro-
gram yang seharusnya membawa 
manfaat besar. Apalagi, MBG me-
nyangkut hajat hidup anak-anak 
bangsa, yakni keselamatan, kese-
hatan, dan terpenuhinya gizi anak-
anak Indonesia. 

Dengan situasi itu, muncul de-
sakan dari berbagai pihak yang 
meminta agar pemerintah menghen-
tikan sementara, mengevaluasi se-
cara menyeluruh, dan menata ulang 
pelaksanaan MBG agar tidak sekadar 
menjadi program populis, tetapi 
benar-benar berdampak positif bagi 
kesehatan peserta didik.

TRANSFORMASI 
MANAJERIAL

Program MBG secara esensial me-
miliki tujuan yang baik. Oleh karena 
itu, tidak boleh dihentikan total, 
tetapi dihentikan sementara untuk 
mengevaluasi program. Pemerintah 
perlu mengambil langkah evaluasi 
menyeluruh agar program itu tepat 
sasaran, aman, dan berkelanjutan. 

Setidaknya ada beberapa hal yang 
mendesak untuk diperhatikan. 

Pertama, evaluasi tata kelola MBG. 
Pemerintah perlu menghentikan 
sementara pelaksanaan MBG untuk 
dilakukan evaluasi menyeluruh. 
Tata kelola distribusi, mekanisme 
pengadaan, hingga pemantauan 
harus diperbaiki agar tidak menim-
bulkan kerugian bagi peserta didik.

Kedua, mengedepankan quality 
control yang ketat. Setiap penyedia 

makanan wajib memiliki sertifikat 
higienis dan kelayakan sesuai de-
ngan standar keamanan pangan. Le-
bih dari itu, standar kebersihan, gizi 
seimbang, dan keamanan pangan 
harus diterapkan secara konsisten. 
Jangan sampai ada ruang kompromi 
sebab program itu menyangkut ke-
sehatan dan keselamatan ribuan 
bahkan jutaan anak.

Ketiga, melibatkan pakar gizi dan 
kesehatan. MBG tidak bisa hanya di-
kelola birokrasi. Keterlibatan pakar 
gizi, pakar kesehatan masyarakat, 
dan lembaga berwenang menjadi 
keharusan agar kandungan gizi 
makanan sesuai dengan standar 
dan distribusi aman. Tanpa basis 
keilmuan dari para ahli dan para 
pakar yang kuat, MBG berisiko besar 
salah arah.

Keempat, penanganan kesehatan 
bagi peserta didik yang terdampak. 
Kasus keracunan makanan tidak 
boleh dianggap sepele. Pemerintah 
harus memastikan ada penanganan 
medis cepat dan dukungan kese-
hatan berkelanjutan bagi anak-anak 
yang menjadi korban. 

Depankan prinsip utama yang di-
kemukakan Marcus Tullius Cicero 
bahwa salus populi suprema lex esto. 
Artinya, keselamatan rakyat ialah 
hukum tertinggi. Perlindungan terha-
dap peserta didik harus menjadi pri-
oritas utama dalam setiap tindakan. 
Selain itu, transparansi informasi me-
ngenai kasus itu juga penting untuk 
menjaga kepercayaan publik.

Kelima, sasaran program harus 
tepat. MBG sebaiknya difokuskan 
hanya bagi kelompok masyarakat 
marginal yang benar-benar membu-
tuhkan. Dengan fokus pada kelom-
pok rentan, anggaran negara akan 
lebih hemat, tepat guna, dan efektif 
meningkatkan kualitas gizi peserta 
didik yang rawan kekurangan gizi.

Keenam, pengelolaan berbasis 
sekolah. Pelaksanaan program dapat 

diserahkan kepada sekolah 
dengan melibatkan komite 
sekolah atau kantin seko-
lah. Dengan mekanisme itu, 
kontrol terhadap program 
menjadi lebih kuat, trans-
paransi lebih terjaga, dan 
akuntabilitas lebih tinggi dan 
menghidupkan kantin-kantin 
sekolah seperti juga dipraktik-
kan di beberapa negara lain. Tentu 
pengawasan pemerintah tetap di-
perlukan, tetapi basis pelaksanaan 
yang dekat dengan peserta didik 
akan lebih efisien dan partisipatif.

Berbagai upaya di atas pada 
dasarnya menjadi upaya evaluasi 
agar MBG dijalankan dengan penuh 
kehati-hatian, terukur, transparan, 
dan sesuai dengan standar kese-
hatan masyarakat. Apalagi program 
MBG merupakan kebijakan visioner 
yang menyangkut masa depan anak 
bangsa. Namun, tetap tidak berarti 
membiarkan program berjalan 
tanpa koreksi. 

Pemerintah se-
mestinya segera 
m e l a k u k a n 
evaluasi  me-
nyeluruh agar 
kelemahan yang 
ada dapat diperbaiki, 
dari tata kelola, pengawasan 
mutu, hingga sasaran program yang 
tepat. Dengan langkah-langkah ter-
sebut, MBG dapat benar-benar 
menjadi program strategis 
yang menyehatkan, mem-
perkuat kualitas generasi 
muda, serta berkontribusi 
nyata bagi pembangunan 
nasional.

MENGGERUS 
ANGGARAN 
PENDIDIKAN

Salah satu hal 
mendasar yang 
harus ditata 

ulang ialah persoalan pembiayaan 
MBG yang tidak boleh mengambil 
alokasi dari 20% anggaran pendi-
dikan dalam APBN. Sebagaimana 
dilansir berbagai media, alokasi ang-
garan pendidikan dari APBN 2026 
yang sudah disahkan DPR mencapai 
Rp 769,1 triliun. Namun, hampir 
30%-nya, atau sebanyak Rp223 
triliun, dipakai untuk program MBG.

Idealnya anggaran pendidikan 
yang diamanatkan konstitusi 
difokuskan untuk tujuan utama, 
yakni pemerataan akses, pening-
katan mutu, dan penguatan kapa-
sitas pendidikan nasional. Dana 
tersebut vital bagi penyediaan sara-
na-prasarana, peningkatan kualitas 
guru, dan kesempatan belajar yang 
merata bagi seluruh anak bangsa. 

Jika MBG tetap dibiayai dari pos 
anggaran pendidikan, dikhawatir-
kan akan terjadi pengalihan fokus 
dan penyusutan anggaran bagi 
kebutuhan inti pendidikan. Hal itu 
berpotensi melemahkan upaya pe-
ningkatan kualitas dan menurunkan 
daya saing pendidikan kita. Kualitas 
pendidikan kita akan semakin ter-
tinggal dengan bangsa lainnya.

Oleh karena itu, pendan-
aan MBG sebaiknya 

perlu ditempatkan 
dalam skema 
khusus di luar 
anggaran pen-
d id i k an ,  m i -

salnya melalui 
program kesehatan 

masyarakat atau ja
ring pengaman sosial. 

Dengan demikian, pendi-
dikan tetap berjalan optimal 

tanpa dikorbankan program 
nonakademik. 
Program MBG tetap bisa hadir 

sebagai pelengkap yang strategis, 
tetapi tidak menggerus hak dasar 
masyarakat atas layanan pen-
didikan yang berkualitas. MBG 
ialah program yang perlu didukung 
semua pihak, tetapi sekali lagi pos 
anggarannya tidak dari anggaran 
pendidikan. DPR dan pemerintah 
sejatinya menavigasi sistem peng
anggaran pendidikan yang baik, 
proporsional, dan profesional.

MENTERI Kebudayaan baru-
baru ini menegaskan kepu-
langan ribuan fosil sangat 

penting bagi identitas Indonesia. 
Langkah itu menyatukan kembali 
serpihan sejarah yang hilang dan 
merupakan bentuk rekonsiliasi 
atas masa kolonial. Tulisan ini ingin 
menambahkan bahwa repatriasi 
itu juga merupakan pengakuan ke-
salahan Belanda. Selama lebih dari 
seabad, Belanda menyimpan sebuah 
harta karun yang hakikatnya bukan 
milik mereka, baik secara hukum 
maupun moral. 

DASAR HUKUM 
TAK TERBANTAHKAN

Kisah dimulai dengan Eugene 
Dubois, seorang dokter Belanda. Ia 
datang ke Hindia Belanda untuk 
membuktikan teori evolusi. Dengan 

dukungan penuh pemerintah ko-
lonial, ia melakukan penggalian di 
Trinil, Jawa Tengah. Hasilnya ialah 
temuan spektakuler Pithecanthropus 
erectus atau ‘Manusia Jawa’. Namun, 
status kepemilikan koleksi itu sejak 
awal jelas. 

Dekrit Gubernur Jenderal 1889 
menegaskan fosil yang ditemukan 
harus ‘ditempatkan di bawah Peme-
rintah’. Dalam konteks ini, ‘Peme-
rintah’ merujuk pada pemerintah 
kolonial di Batavia, bukan Belanda 
di Den Haag.

Koleksi kemudian dikirim ke 
Leiden dengan satu syarat penting. 
Fosil-fosil itu hanya dipinjamkan 
untuk dipelajari dan dideskripsikan 
Dubois. Bukan untuk diserahkan 
secara permanen. Dubois sendiri 
meninggal pada 1940 tanpa meny-
elesaikan pekerjaannya. Karena 

syarat itu tidak terpenuhi, pemin-
dahan kepemilikan ke Belanda pun 
tidak pernah terjadi.

KERUGIAN ILMIAH 
INDONESIA

Koleksi Dubois ialah harta yang 
tak ternilai. Ia terdiri dari banyak 
holotipe yang menjadi acuan pe-
nelitian ilmiah modern. Ukuran, 
keragaman, dan kualitas spesimen-
nya tidak ada duanya. Para ahli 
menegaskan ketiadaan koleksi itu 
telah menghambat perkembangan 
paleontologi di Indonesia.

Selama puluhan tahun, ilmuwan 
Indonesia kesulitan mengakses 
materi fundamental bagi penelitian 
dan pendidikan mereka. Itu ialah 
bentuk ketidakadilan epistemik. 
Sebuah kekosongan yang meng-
hambat pembangunan kapasitas 
ilmiah bangsa. Padahal, prinsip 
berbagi pengetahuan secara adil 
telah diamanatkan dalam Protokol 
Nagoya dan konvensi internasional 
lainnya.

LANDASAN MORAL 
YANG KUAT

Di balik debat hukum, terdapat 
narasi kelam yang sering diabaikan. 
Penggalian Dubois didukung sistem 
kolonial yang opresif. Hingga 50 
pekerja paksa (rodi) diterjunkan 
dalam kondisi yang mengerikan. 
Dubois sendiri menyebut lokasi 
penggaliannya sebagai ‘neraka 
Jawa’/Java’s hell.

Sumber-sumber kolonial men-
catat para pekerja kerap melari-
kan diri. Ada yang sakit, bahkan 
meninggal. Penelitian juga me-
nunjukkan lahan penggalian di 
Trinil amay mungkin ialah sawah 
milik masyarakat setempat. Meski 
peraturan kolonial mengakui hak 
kompensasi, tidak ada bukti Dubois 
membayar ganti rugi. Sementara 
itu, banyak catatan Raden Saleh 30 
tahun sebelumnya selalu memberi-
kan kompensasi.

Yang lebih menyentuh, fosil-fosil 
itu bukanlah benda asing bagi ma-
syarakat lokal. Mereka memiliki 

pengetahuan tradisional tentang 
lokasi penemuannya. Sebuah desa 
bahkan dijuluki ‘ladang laga rak-
sasa’ karena banyak ditemukan 
fosil tulang yang sangat besar. Desa 
lain dijuluki ‘tulang gajah’ karena 
banyak fosil gajah purba ditemu-
kan. Fosil memiliki nilai spiritual, 
mitologis, dan ekonomis bagi warga 
setempat.

Sumber-sumber Belanda mencatat 
perlawanan halus. Mulai penolakan 
menunjukkan lokasi, ‘pencurian’ 
fosil, hingga lebih memilih menjual 
fosil temuan ke pedagang Tionghoa. 
Yang terakhir itu diduga karena ada 
kompensasi. Semua itu ialah bentuk 
penentangan terhadap pengam-
bilalihan paksa. Ketika persuasif 
tidak berhasil, tim Dubois tidak 
segan menggunakan ancaman dan 
pemaksaan.

MELAMPAUI KEPEMILIKAN
Repatriasi koleksi Dubois sering 

dilihat sekadar soal memindah-
kan benda. Padahal, itu ialah soal 
mengembalikan narasi. Selama ini, 
sejarah manusia purba Nusantara 
lebih banyak ditulis dari perspektif 
kolonial. Kembalinya fosil itu me-
mungkinkan Indonesia merekon-
struksi identitasnya sendiri.

Itu juga soal keadilan restoratif. 

Bukan hanya untuk negara, melain-
kan juga untuk masyarakat lokal di 
Trinil dan banyak tempat penggalian 
lainnya. Para leluhur merekalah 
yang dipekerjakan paksa. Lahan 
merekalah yang digali. Pengeta-
huan merekalah yang dipakai, tapi 
diabaikan.

Belanda telah mengakui bahwa 
pengembalian itu ialah bentuk 
rekonsiliasi. Sebuah langkah pen-
ting untuk membuka lembaran 
baru hubungan bilateral. Namun, 
maknanya lebih dalam bagi Indone-
sia. Itu ialah pemulihan kedaulatan 
atas warisan sendiri. Baik secara 
fisik maupun intelektual.

Keputusan repatriasi itu patut dia-
presiasi. Ia berdiri di atas dua kaki 
yang kukuh: hukum dan moral. Dari 
sisi hukum, kepemilikan Indonesia 
tak terbantahkan. Dari sisi moral, 
pengembalian ialah koreksi atas 
ketidakadilan masa lalu.

Kembalinya koleksi Dubois bukan 
akhir perjalanan. Itu ialah awal 
dari rekonstruksi identitas ilmiah 
Indonesia. Sebuah langkah menuju 
kemandirian dalam meneliti, me-
mahami, dan menceritakan seja-
rahnya sendiri. Sebuah rekonsiliasi 
yang tidak hanya memulihkan masa 
lalu, tetapi juga membangun masa 
depan.
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